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ABSTRAK : Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang 

efektif, efisien, dan transparan perlu didukung dengan 

system pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan 

kebutuhan daerah, visi dan misi daerah, serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

 

- Dasar Hukum :  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13          

Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;                       

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;                     

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;                      

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan               

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;                   

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah 

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71               

Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12               

Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri               

Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota 

Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota 

Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon             

Nomor 5 Tahun 2020.  

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, 

yaitu: 

 

BAB I KETENTUAN UMUM 

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DERAH 



BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH  

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA  

BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 

BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH 

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP 

 

- Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelola 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah 

Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah 

mempunyai Kewenangan: 

a. menyusun dan mengajukan rancangan Perda 

tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 



APBD yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan 

mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau 

masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran; 

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka 

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan keuangan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Cirebon. 

- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini 

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan 34 Halaman. 

 

 


